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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil
Menurut H.A.Djajuli (2002;183) bahwa Baitul Maal Wat Tamwil adalah sebagai berikut :

“Baitul Maal Wat Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-maal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya”.
Sedangkan menurut Muhammad (2002;136) bahwa pengertian Baitul Maal

Wat Tamwil adalah sebagai berikut :

“Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi mikro dan pengusaha kecil berlandaskan sistem syariah”.

Jadi, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam hal ini adalah anggotanya dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR syariah. Namun, ruang lingkup dan produk yang dihasilkan yang berbeda.


Adapun ciri-ciri BMT menurut Muhammad (2002;136) adalah sebagai berikut :

a. Modal awal lebih kurang Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 10 juta.

b. Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil tergantung perkembangan besarnya modal.

c. Menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah dari BAZIS.

d. Calon pengelola/manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi ummat, amanah dan jujur. Jika mungkin minimal lulusan D3 atau S1.

e. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah. Demikian pula terhadap nasabah pembiayaan tidak hanya menunggu.
f. Manajernya professional dan islami.

g. Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan.

h. Aktif menjemput, berangjangsana, berprakarsa.

i. Berprilaku ahsanu ‘amala : service excellence.
Pada awal perkembangannya, BMT memang tidak memiliki badan hukum

resmi. BMT berkembang sebagai kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau kelompok simpan pinjam (KSP). Namun, untuk mengantisipasi perkembangan kedepan, status hukum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. BMT dapat didirikan dalam bentuk KSM (kelompok swadaya masyarakat) atau koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok swadaya masyarakat mesti mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil). Sementara PINBUK itu sendiri mesti mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembang swadaya masyarakat (LPSM) yang mendukung program proyek hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat yang  dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Sebagai kelompok swadaya masyarakat, BMT bisa didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha di perkotaan, koperasi unit desa (KUD) dipedesaan maupun koperasi pondok pesantren (KOPONTREN) di lingkungan pesantren.


Penggunaan badan hukum koperasi untuk BMT ini disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan.


Dalam kegiatannya Baitul Maal Wat Tamwil terdiri dari dua bagian,yaitu :

a. 
Baitul Maal.
b. 
Baitut Tamwil.

2.1.1
Pengertian Baitul Maal

Menurut Makhalul Ilmi SM (2002;65) bahwa pengertian baitul maal adalah sebagai berikut :

“Baitul Maal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Alquran dan Sunnah Rasul-Nya.”  

Dalam manajemen BMT, secara fungsional lembaga ini berperan dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Membantu Baitut Tamwil dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial Qardh al-Hasan.

2. Menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabahBaitut Tamwil yang berstatus al-gharimin.

3. Dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian bea siswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan peribadatan, dll.

4. Membantu Baitut Tamwil dalam mensukseskan kegiatan promosi produk-produk penghimpunan dana (funding) dan penyalurannya kepada masyarakat (lending).

2.1.2 Pengertian Baitut Tamwil

Menurut Makhalul Ilmi SM (2002;67) bahwa pengertian baitut tamwil adalah sebagai berikut :

“Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan”.
Walaupun kedua konsep diatas mempunyai definisi dan fungsi yang berbeda, namun dalam operasionalnya tidak harus merupakan badan  yang terpisah, satu sama lain saling mendukung dan berhubungan. Misalnya, sebagian keuntungan Baitut Tamwil baik dari lembaga maupun anggota yang sudah nisab mengalir ke kas Baitul Maal. Sedangkan kelebihan dana dari Baitul Maal disimpan di Baitut Tamwil. Hal ini akan memperbesar asset Baitul Tamwil sekaligus memperkuat likuiditasnya.
2.2
Pengertian Koperasi


pengertian koperasi berdasarkan undang-undang RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pada Bab 1 pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. 

Sedangkan pengertian koperasi berdasarkan hasil kongres ICA (Internasional Coorperative Aliance) di Manchester Inggris tanggal                     23 September 1995 adalah sebagai berikut :

“Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan diawasi secara demokrasi”. 

Dari pengertian diatas terlihat bahwa koperasi adalah kumpulan orang-Orang bukan kumpulan modal, tetapi ini tidak berarti koperasi didalam melaksanakan kegiatannya harus mengorbankan efisiensi ekonominya karena pada dasarnya koperasi merupakan wadah pemersatu bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dan sifatnya terus-menerus dengan tujuan untuk melayani kepentingan dan kebutuhan anggota.

Pedoman kerja Koperasi Indonesia menurut Undang-undang RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 5 ayat (1) dan (2) memuat tentang prinsip koperasi yang isinya sebagai berikut :

1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
e. Kemandirian.

2) Dalam pengembangan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

a. Pendidikan perkoperasian.
b. Kerjasama antar koperasi.  

Prinsip-prinsip koperasi tersebut merupakan esensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha yang membedakan dengan badan usaha lainnya. Dengan prinsip koperasi tersebut berarti koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. 

2.3.
Dana dan Sumber Dana


Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatannya sangat memerlukan dana. Tanpa dana BMT tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Dana yang dimiliki tidak hanya berasal dari pemilik, tetapi juga berasal dari pihak lain dimana pada saat tertentu akan diambil kembali baik secara sekaligus maupun secara berangsur-angsur.


Dana-dana yang dipergunakan bank atau BMT sebagai modal operasional bersumber dari :

1. Dana dari modal sendiri (Dana Pihak Ke-1), yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank yaitu pemilik bank. Di BMT dana pihak ke-1 ini terdiri dari :

a. Modal disetor, yaitu sejumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pendiri BMT.

b. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada BMT pada saat masuk menjadi anggota dan tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota BMT.
c. Simpanan wajib, yaitu sejumlah uang tertentu yang tidak harus sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota BMT dalam waktu dan kesempatan tertentu dan tidak diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota BMT.

d. Cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh atau dibentuk dari sisa hasil usaha  setelah dikurangi zakat yang diperoleh setiap tahun buku yang dimaksudkan untuk pemupukan modal, untuk pengembangan usaha, untuk menutupi kerugian yang merupakan bagian dari ekuitas.

e. Hibah, yaitu sejumlah uang yang diserahkan oleh anggota atau non anggota atas kehendak sendiri atau bersifat sukarela.
2. Dana Pinjaman dari pihak luar (Dana Pihak Ke-2), yaitu dana dari pihak yang memberikan pinjaman dana pada bank dalam hal ini adalah BMT. Dana pihak ke-2 terdiri dari :

a. Pinjaman dari lembaga keuangan baik Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

b. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

3. Dana dari Masyarakat (Dana Pihak Ke-3), yaitu dana yang dihimpun oleh pihak bank atau BMT  yang berasal dari masyarakat. Sumber dana pihak ketiga ini  terdiri atas :

a. Tabungan (Saving), yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Deposito (Time Deposit), yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan. 
2.4 Pengalokasian dana
Pengalokasian dana yang dilakukan oleh BMT hampir sama dengan sebuah bank. Tujuan pengalokasian dana tersebut yaitu :

a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup.

b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman (save).

Dengan menggabungkan dua tujuan tersebut diatas, maka alokasi dana-dana BMT harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat yang diperlukan semua kepentingan nasabah dapat dipenuhi. Hal ini berarti BMT harus menjaga agar nasabah tidak merasa kecewa atas pelayanan BMT.

Menurut Muchdarsyah Sinungan (1992; 93), pengalokasian dana-dana bank pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting, yaitu :

a. Non Earning Assets (aktiva yang tidak menghasilkan) terdiri dari :

1.  Primary Reserve, yaitu berbentuk uang tunai dalam kas dan uang tunai dalam saldo rekening di Bank Indonesia. Dana-dana dalam primary reserve adalah untuk kepentingan Cash Ratio atau penjagaan posisi likuiditas bank berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia.

2.  Penanaman dana dalam bentuk Aktiva Tetap dan Inventaris, adalah untuk kepentingan kelancaran usaha bank seperti gedunng kantor, peralatan-peralatan kantor, baik yang manual maupun yang canggih dengan teknologi super modern. Dana ini umumnya berasal dari Modal Awal dan dari Cadangan Modal Bank. 
Menurut Dahlan Siamat (1999;129) besarnya aktiva tetap adalah 50 % dari modal disetor dan cadangan.

b. Earning Assets (aktiva yang menghasilkan), yang terdiri dari :

1.    Secondary Reserve, yaitu untuk tujuan menjaga likuiditas sekaligus tujuan profit.

2.    Kredit (pinjaman yang diberikan).

3.    Investasi jangka panjang.

2.5 Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank atau BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan atau kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengertian pembiayaan menurut undang-undang RI No. 10 tahun 1998 Tentang perubahan undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. 


Pengertian kredit menurut Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sama dengan pengertian pembiayaan. Perbedaanya terletak pada balas jasa dimana kredit menggunakan sistem bunga dan diterapkan pada bank konvensional. Sedangkan pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah dan BMT juga menerapkan sistem ini yaitu bagi hasil.

2.6 Likuiditas

Adapun konsep likuiditas menurut Teguh Pudjo Mulyono (1999;86) bahwa suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban-kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali deposannya serta memenuhi pengejuan kredit tanpa terjadi penangguhan. Oleh karena itu, baik bank maupun BMT dikatakan likuid apabila :

1. Bank atau BMT tersebut memiliki Cash Asset sebesar kebutuhan yang akan digunakan  untuk memenuhi likuiditasnya.

2.  Bank atau BMT tersebut memiliki Cash Asset yang lebih kecil dari butir 1 diatas, tetapi yang bersangkutan juga mempunyai asset lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasar.
3. Bank atau BMT mempunyai kemampuan untuk menciptakan Cash Asset baru melalui bentuk hutang.

2.7 Pengertian LDR

Loan To Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara sejumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. LDR ini menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan.

Menurut petunjuk Teknis Pemantauan dan Analisis Laporan Keuangan KSP/USP No. 9/KEP/M/I/1999, bahwa penilaian LDR KSP/USP berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. Baik, bila LDR antara 100 % - 110 %.

b. Kurang Baik, bila LDR dibawah 100 % dan diatas 110 %.

2.8 Pengertian Cash Ratio 

Cash Ratio adalah ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Ratio ini membandingkan antara alat likuid dengan dana pihak ketiga yang dihimpun bank yang harus segera dibayar. 

Menurut petunjuk Teknis Pemantauan dan Analisis Laporan Keuangan KSP/USP No. 69/FPSP/III/1999, bahwa penilaian LDR KSP/USP berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. Baik, bila Cash Ratio antara 15 % - 20 %.

b. Normal, bila Cash Ratio antara 10 % - 15 %.

c. Kurang Baik, bila Cash Ratio dibawah 15 % atau diatas 20 %.
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